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Asuransi kesehatan Pegawal Negeri Sipil adalah pertanggungan objek asuransi berupa kesehatan yang
diperuntukkan bagi abdi negara dan masyarakat, dimana salah satunya adalah PNS, baik Calon PNS maupun
PNS yang sudah pensiun. Sifat asuransi kesehatan ini adalah wajib bagi PNS dan wajib pula dikelola
penanggung yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau
ditunjuk Pemerintah, yaitu PT. Asuransi Kesehatan Indonesia yang berstatus Persero. Kewajiban perusahaan
asurans yang menyelenggarakan program asuransi sosia ini harus berbentuk BUMN berdasarkan peraturan
perundang-undangan, yaitu secara khusus oleh UU No. 2 Tahun 1992 pasal 14 ayat (1) dengan peraturan
pelaksana PP No. 73 Tahun 1992 pasal 32 ayat (2), dan PP No. 69 Tahun 1991 pasal 14, serta secara umum
oleh UUD 1945 pasal 33 ayat (2). Argumen pemerintah seperti belum mampunya sektor swasta dalam
mengelola asurans kesehatan ini juga menjadi latar belakang pemberlakuan monopoli pemerintah tersebut.
Pada prakteknya, penyelenggaraan asuransi kesehatan ini menyebabkan, antaralain pelayanan yang kurang
baik dan pelaku usahalain yang ingin turut bersaing dalam pasar asuransi kesehatan ini tidak dapat masuk
ke dalamnya sehingga berakibat tidak adanya persaingan dalam pasar tersebut. Hal ini mengakibatkan PT.
Askes patut diduga telah melakukan praktek monopoli dan persaingan usahatidak sehat serta melanggar
ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang L arangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat. Tetapi, walaupun PT. Askes patut diduga telah melanggar UU No. 5 Tahun 1999 pasal 17 ayat (1)
dan (2) huruf b dan c, PT. Askestidak melawan hukum karena perbuatannya termasuk dalam pengecualian
terhadap UU No. 5 Tahun 1999, yaitu pasal 50 huruf a dan pasal 51 UU ini.
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